BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 62 TAHUN
2015 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA
UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Dana Bergulir perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bergulir
pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat;

b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir
Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat
perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan
dengan kondisi yang ada pada saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir
Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukn Peraturan Perundang-Undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang
Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Perturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5404 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533 );

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
perijinan untuk usaha mikro dan kecil ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 222 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro
dan Kecil ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1814 );

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Bergulir Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 218 /PMK.05/2009;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03
Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 0S5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat
Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kutai Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08 );
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Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09
Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Kutai Barat ( Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 205 Nomor 9 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
2015 Nomor 6 );

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 78 tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat (Berita
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor
39);

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada
Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro
Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat (Berita
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor
31).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI
BARAT NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KUTAI BARAT.

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 62 Tahun
2015 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola
Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai
Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 31),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab X Pasal 21 ditambah 2 ayat yaitu ayat (3) dan
ayat (4) yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

(3) Dana Perkuatan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah murni berasal dari APBD Kabupaten Kutai Barat yang
ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kutai

Barat;

(4) Dana Pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang
berasal dari pengembalian pinjaman, digulirkan kembali kepada
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi

persyaratan.

2. Ketentuan dalam Bab X Pasal 22, dihapus.
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PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat

Ditetapkan di Sendawar,
Pada tanggal, 17 Maret 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd
ISMAIL THOMAS
Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal, 17 Maret 2016.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8.
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